BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah kota kupang sesuai dengan standar
yang ditetapkan dapat dikategorikan sangat rendah dengan tingkat kinerja
rata — rata sebesar 7,45%. Dan hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dengan daerah diklasifikasikan memiliki skala pengukuran yang
kurang. Daerah dengan klasifikasi ini adalah daerah yang tidak mampu
atau kurang mampu mel aksanakan dan mendukung urusan otonominya.

2. Kinerja pengelolaan PAD dinilai cukup baik dengan rata — rata tingkat
efisenss sebesar 2,07% dan rata — rata tingkat efektifitas sebesar
100,52% atau dikategorikan sangat efektif karena realisas PAD lebih
dari 100%.

3. Ditinjau dari aspek keserasian belanja pemerintah Kota Kupang,
dismpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan pada belanja operas
sangat serasi yaitu sebesar 81,35% karena rata — rata presentasenya
antara 80-100%. Sangat berbeda dengan rata-rata kinerja keuangan pada
belanja modal tidak seras yaitu sebesar 16,77% karena presentasenya
antara 0-20%. Hasil perhitungan rata-rata tingkat keserasian belanja
pemerintah Kota Kupang pada belanja modal menunjukkan adanya

penurunan namun dibandingkan dengan belanja operasi.
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4. Tingkat pertumbuhan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun
anggaran 2008 - 2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif untuk
pertumbuhan PAD, belanja operasi dan belanja modal.

5. Tingkat proporsi (share) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun
anggaran 2008 - 2011 menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan
daerah ditempati oleh pendapatan transfer sedangkan kontribusi terbesar
untuk belanja daerah ditempati oleh belanja operasi pada belanja pegawai.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara

lain sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan anggaran
untuk belanja modal. Karena pengeluaran belanja modal yang di lakukan
saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

2. Daam pengaokasian anggaran harus di sesuaikan dengan prioritas dan
tuntutan masyarakat dimana anggaran yang telah dialokasikan harus
benar — benar digunakan untuk kegiatan yang perlu dibutuhkan
masyarakat.

3. Di harapkan Pemerintah Kota Kupang harus menghindari pengeluaran
yang tidak bermanfaat, agar tidak terjadi pemborosan dalam pengeluaran
anggaran yang ada.

4. Tingkat kemandirian perlu di tingkatkan lagi dengan memperbesarkan

Pendapatan Adli Daerah khususnya penerimaan terhadap retribusi daerah.
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